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Salah satu tujuan dari penggantian dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang K etentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengel olaan
Lingkungan Hidup adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup, sampai saat penelitian ini dilakukan,
efektivitas penegakan hukum lingkungan di DK Jakarta belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator-
indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan melalui sarana administratif maupun keperdataan di Propinsi
DKI Jakarta kurang didayagunakan sehingga memberikan peluang untuk didayagunakannya instrumen
penegakan hukum lingkungan melalui sarana kepidanaan terhadap pelaku pencemaran lingkungan;

2. Penegakan hukum lingkungan melalui sarana kepidanaan kurang didayagunakan. Indikator dari hal ini
terlihat dari:

a. Dari 32 pengaduan kasus pencemaran lingkungan yang digjukan kepada Badan Pengelola Lingkungan
Hidup (BPLHD) DKI Jakarta dan BPLHD Kotamadya Jakarta Barat, Utara, Pusat, Timur selama Tahun
2001 tidak ada satu kasuspun yang ditindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum pidana (L aporan
Program Penegakan Hukum Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Tahun 2002);

b. Sgjak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang K etentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup sampai digantikannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai sekarang (21 tahun), hanya 2 kasus pencemaran lingkungan di
Propinsi DK Jakarta yang diproses melalui penegakan hukum pidana;

c. Kondisi kualitas lingkungan (misalnya air sungai) di Propinsi DK Jakarta tidak membaik tetapi makin
memburuk, misalnya kualitas sungai di Jakarta pada Tahun 2000 lebih buruk dari pada kualitas air sungai di
Jakarta Tahun 1995 (Laporan Prokasih DKI Jakarta Tahun 1995 dan Tahun 2000).

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan
hidup di propinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997;

2. Faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap
pelaku pencemaran lingkungan hidup di Propinsi DKI Jakarta.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Mengetahui pengertian penegakan hukum lingkungan, pengertian, ruang lingkup dan pelaksana
penegakan hukum lingkungan melalui sarana kepidanaan serta teori-teori yang mendukung mengenai
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indikator efektivitas penegakan hukum pidana dan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

2. Menentukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang akan diteliti, penentuan lokasi penelitian,
menentukan responden penelitian secara purposif, menyusun pedoman wawancara, melakukan penelitian
awal, memperbaiki pedoman wawancara, melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif melalui
wawancara mendalam dengan responden, membaca data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan

pel aksanaan penegakan hukum pidanaterhadap PT. Menara Jaya dan UD. Kurnia. Langkah-langkah
tersebut dilakukan untuk menguji pendugaan mengenai perbandingan efektivitas penegakan hukum pidana
berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang K etentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengel olaan Lingkungan Hidup.

3. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan menggunakan metode analisis komparatif bertahap
dan Penjumlahan (Scoring) yang didukung dengan penggunaan simbol (+) dan (-).

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 tahun 1997 ( kasus Munjul) lebih efektif dibandingkan dengan efektivitas penegakan hukum
pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
(kasus PT. Menara Jaya) , yaitu dengan kategori cukup efektif dengan jumlah 5 simbol (+) atau 55,6% dan
kategori kurang efektif dengan 3 ssmbol (+) atau 33,3%. Adapun 4 indikator dari efektivitas penegakan
hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup adalah kasus ini adalah: a).Pendayagunaan
instrumen penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup; b).Kelancaran proses
penegakan hukum pidana; ¢).Pelaksanaan penegakan hukum pidana dan dampaknya pada peningkatan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan d).Dampak pel aksanaan
penegakan hukum pidana terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2. Penegakan hukum pidana terhadap PT. Menara Jaya kurang efektif . Hal ini ditunjukkan dengan
indikator:

a). Dayatanggap pejabat penerima pengaduan lamban, instrumen penegakan hukum pidana digunakan,
tetapi masih berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan;

b). Proses penegakan hukum pidana selesal, tetapi kurang lancar baik dari aspek waktu maupun teknis
lingkungan hidup;

). Putusan pengadilan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, kepentingan umum dan misi pelestarian
fungsi lingkungan hidup, dan pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak meningkatkan ketaatan terdakwa
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

d). Pelaksanaan penegakan hukum pidana meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lokas pencemaran.
3. Penegakan hukum pidana terhadap UD. Kurnia (kasus Munjul) cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan
indikator:

a). Dayatanggap pejabat penerima pengaduan lamban, instrumen penegakan hukum pidana telah digunakan,
tetapi masih berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan;

b). Proses penegakan hukum pidana selesai, cukup lancar baik dari aspek waktu maupun teknis lingkungan
hidup;

¢). Putusan pengadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum, kepentingan umum dan misi pelestarian fungsi
lingkungan hidup, dan pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak meningkatkan ketaatan terdakwa



terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

d). Pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lokasi
pencemaran.

4. Faktor Aparat Penegak Hukum dan Aparat Penerima Pengaduan yang terdiri dari sub-faktor Kapasitas
Aparat Penegak Hukum dan Aparat Penerima Pengaduan, Komitmen Aparat Penegak Hukum dan Aparat
Penerima Pengaduan, Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dan antara Aparat Penegak Hukum dengan
Instansi Teksnis Terkait merupakan faktor (sub-sub faktor) signifikan yang mempengaruhi kurang
efektivitas penegakan hukum pidanaterhadap PT. Menara Jaya (kasus PT. Menara Jaya) dan terhadap UD.
Kurnia (Kasus Munjul), yaitu memiliki angka signifikas terbesar yaitu 88,3% dan 75%.

5. Faktor-faktor berikutnya yang cukup signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana
terhadap kasus PT. Menara Jaya adalah Faktor Peran Kontrol Legislatif dan Masyarakat dan Faktor Budaya
Hukum dengan angka signifikasi 50%, disusul dengan Faktor Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dan
Peraturan-peraturan Terkait Lainnya yaitu dengan angka signifiknasi 33,3% dan yang terakhir adalah Faktor
Sarana dan Fasilitas dengan angka signifikasi pengaruh terendah yaitu 20%.

6. Faktor-faktor berikutnya yang cukup signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana
terhadap kasus Munjul adalah Faktor Budaya Hukum dengan angka signifikasi pengaruh sebesar 50%.
Berikutnya secara berurut adalah Faktor Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan-peraturan
Terkait Lainnya serta Faktor Peran Pengawasan Masyarakat dan Legidatif dengan angka signifikasi
pengaruh 33,3% dan 25%. Selanjutnyayang terakhir adalah Faktor Sarana dan Fasilitas dengan angka
signifikasi pengaruh terendah yaitu 20%.

...... An objective of alteration of Act Number 4 of 1982 concerning Basic Provisions For The Management
of The Living Environment by Act Number 23 of 1997 concerning The Management of Living Environment
isto improve effectiveness of environmental law enforcement.

According to the monitoring of Ministry of Environment, until right now implementation of environmental
law enforcement in Province of Jakartais uneffective. As shown by following indicators:

1. 32 cases environmental complaints to Environmental Management Agency of Province of Jakartaand
Environmental Management Agency of West, Central, North, East and south Jakarta in 2001, were not
handled by criminal law enforcement;

2. Since of enactment Act No.4 of 1982 concerning Basic Provisions For The Management of The Living
Environment until changed by Act No23 of 1997 concerning The Management of Living Environment until
right now (21 years), only 2 environmental pollution cases which be handled by Criminal Law Enforcement:
3. Environmental condition (air, water dan land) in Province of Jakartain 2000 more bad than
environmental condition of Jakartain 1995 (Report of Prokasih Programme of 1995 and 2000).

According of above condition, the problems that rised in this research are:

1. How are the comparation of effectiveness of criminal law enforcement for environmental pollutersin
Province of of Jakarta based on Act Number 4 of 1982 with based on Act Number 23 of 1997;

2. What are significant factors that influences the effectiveness of criminal law enforcement for
environmental pollutersin Jakarta Province.

To answer the research questions, the research is conducted by following processes:



1. To understand the meaning of environmental law enforcement, definition, scopes and actors of
environmental law enforcement by criminal sanction and theories of the effectiveness and significant factors
that influences of the effectiveness of criminal law enforcement for environmental polluters.

2. To determinate environmental pollution cases that be researched, to determinate of research location, to
determinate the purposive repondent, to create the guidelines of interview, act the preliminary research, to
improve the guidelines of interview, act the field research by qualitative methodology by dept interview
with respondents, read of data and documents linked with the implementation of criminal law enforcement
for PT. Manara Jayaand UD. Kurnia.

The above actions be done for examine the hypothesis of comparation of the effectiveness of criminal law
enforcement based on Act Number 4 of 1982 concerning Basic Provisions For The Management of The
Living Environment and Act Number 23 of 1997 concerning The Management of The Living Environment.
3. The collected datawill be analysed descriptively by The Stage Comparation Analysis Methodology and
Scoring that use symbol (+) and (-).

According of the result of the data analysis, it can be concluded that:

1. The effectiveness of crimina law enforcement based on Act Number 23 of 1997 (a case study
UD.Kurnia) is more effective than the effectiveness of criminal law enforcement for environmental polluters
based on Act Number 4 of 1982 (a case study PT.Menara Jaya), with sufficiently effective category with 5
symbol (+) or 55,6,3% and lack of effective with 3 symbol (+) or 33,3%. Four (4) of indicatorsare: a. Use
the instrument of crminal law enforcement for environmental polluters; b. The fluent the process of criminal
law enforcement; c. Implementation old criminal law enforcement and its impact for the improvement of the
compliance of environmental regulation; and d. The impacts of implementation of criminal law enforcement
for the improvement of environment quality.

2. Criminal law enforcement for PT. Menara Jaya are lack of effective. As shown by indicators:

a). Responsibility of officials to handle the received public complaints officials isindolent, the instrument of
Criminal law enforcement be used, but based on the complaints of the victim;

b). The process of criminal law enforcement has finished, but lack of fluent, timely as well as environmental
technics;

¢). Court decision are not suitable with the legal facts, the public interest and the mission of environmental
sustainability and implementation of criminal law enforcement does not improved the suspected
compliance;

d). Implementation of criminal law enforcement has improved environmental quality in the criminal law
location.

3. Criminal Law Enforcement for UD. Kurnia (Munjul case) is sufficiently effective. As shown by following
indicators:

a). Responsibility of officials to handle the received public complaint isindolent, instrument of criminal law
enforcement be used, but based on the complaints of the victim;

b). The Process of criminal law enforcement has finished, sufficiently fluent, timely aswell as
environmental technics;

c¢). Court decision are suitable with the legal facts, the public interest and the mission of environmental
sustainability and implementation of criminal law enforcement does not improved the suspected
compliance;



d). Implementation of criminal law enforcement has not improved the environmental quality in the criminal
law location.

4. Factors of The Law Enforcement Apparatus and The Complaint Received Apparatus, which consist of
sub factors of the The Law Enforcement Apparatus and The Complaint Received A pparatus capacity and
commitment and coordination among the Law Enforcement Apparatus and between The Law Enforcement
Apparatus with The Relevanced of Technical Agencies are the significant factors that influences
effectiveness of criminal law enforcement for PT. Menara Jaya (PT. Menara Jaya case) and UD. Kurnia
(Munjul case), that has biggest signification cipher of 88,3% and 75%.

5. The next factors that sufficiently significant influences the effectiveness of criminal law enforcement for
PT. Menara Jaya are Control Role of Public and Legislative and Public Law Culture Factors with
signification chipper of 50%, continued by significantless influenced factors are Act Number 4 of 1982 and
The Relevant Regulations Factors and Tools and Facilities Factor with signification chipper 33,3% and
20%.

6. The next factors that influences the effectiveness of criminal law enforcement for UD. Kurnia are Public
Law Culture Factors with signification chipper of 50%, continued by significantless influenced factors are
Act Number 23 of 1997 and the Relevant Regulations and Tools and Facilities with signification chipper of
33,3% and 25% and Control Role of Public and Legislative Factor with lowest signification chipper of 20%;



